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Abstrak: Dana pensiun merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan jaminan hari 

tua bagi pekerja. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana pengelola dana pensiun 

terlibat dalam tindakan fraud atau kecurangan yang merugikan peserta pensiun. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan terhadap dana pensiun, terutama dalam 

konteks mengatasi praktik fraud oleh pengelola dana pensiun di Indonesia. Dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini meneliti efektivitas peraturan yang ada 

serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa 

meskipun terdapat regulasi yang cukup ketat, praktik fraud dalam pengelolaan dana pensiun masih 

terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Studi kasus yang diangkat dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan badan hukum terkait perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana pensiun berjalan lebih 

transparan dan akuntabel. 

Kata Kunci: Dana Pensiun, Fraud, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Pengelolaan, 

Perlindungan Hukum. 

 

Abstract: Pension funds are one of the important instruments in providing old-age security for 

workers. However, in practice, there are several cases where pension fund managers are involved 

in fraud that harms pension participants. This research aims to examine the supervision carried 

out on pension funds, especially in the context of overcoming fraud practices by pension fund 

managers in Indonesia. Using a normative and empirical juridical approach, this research 

examines the effectiveness of existing regulations and the application of sanctions against 

violations that occur. Based on the analysis, it is found that despite the existence of fairly strict 

regulations, fraudulent practices in pension fund management still occur due to weak supervision 

and law enforcement. The case study raised in this research shows that the involvement of 

supervisory institutions such as the Financial Services Authority (OJK) and related legal entities 

needs to be increased so that pension fund management runs more transparently and accountably. 

Keywords: Finance Company, Leasing, Legal Regulation, Consumer Protection, Alternative 

Financing.   
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PENDAHULUAN 

Dana pensiun adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang berfungsi untuk 

memberikan pendapatan rutin bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Di 

Indonesia, pengelolaan dana pensiun diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun, yang mewajibkan penyelenggara dana pensiun untuk mengelola 

dana secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini bertujuan untuk 

melindungi kepentingan peserta dana pensiun agar dana yang disetorkan dapat 

memberikan manfaat yang optimal di masa pensiun. 

Namun, seiring dengan perkembangan industri keuangan, terjadi beberapa kasus 

fraud yang melibatkan pengelola dana pensiun. Fraud ini dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga penyaluran dana yang 

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan kecurangan ini berdampak 

negatif pada stabilitas keuangan dana pensiun dan secara langsung merugikan para 

peserta, terutama mereka yang telah memasuki usia pensiun dan bergantung pada manfaat 

pensiun tersebut. 

Pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun menjadi krusial dalam mencegah 

terjadinya praktik-praktik fraud. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 1992, 

pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara transparan dan diaudit oleh auditor 

independen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sebagai pengawas 

industri dana pensiun dan bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan 

terhadap dana pensiun di Indonesia dalam mencegah dan menangani praktik fraud oleh 

pengelola dana pensiun, serta seberapa efektif regulasi dan lembaga pengawas dalam 

mengatasi masalah ini. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas pengawasan dan 

memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengawasan dana pensiun agar 

kecurangan dalam pengelolaan dana dapat diminimalisir. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang Jurnal ini, maka rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana pengawasan Dana pensiun yang dikelola dengan praktik fraud yang 

dilakukan oleh pengelola dana pensiun? 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang mendukung 

analisis mengenai perusahaan leasing yang tidak mempertimbangkan perlindungan 

konsumen dalam klausula baku yang dibuat. Berikut adalah beberapa aspek yang akan 

dibahas: 

1. Pengertian dan Fungsi Dana Pensiun 

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum 

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi 

peserta. Manfaat pensiun ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja yang telah 

memasuki usia pensiun atau yang mengalami kondisi yang menyebabkan 

ketidakmampuan untuk bekerja. Dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja 

(DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perusahaan yang memiliki 

program dana pensiun wajib mengelola dana tersebut secara profesional dan akuntabel 

untuk melindungi hak-hak peserta. 

2. Pengertian Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun 

Fraud atau kecurangan dalam pengelolaan dana pensiun merujuk pada tindakan 

yang disengaja oleh pengelola dana untuk menyalahgunakan dana atau informasi demi 
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keuntungan pribadi. Menurut American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA), fraud merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan tipu muslihat atau 

penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dalam konteks 

dana pensiun, fraud dapat berbentuk penggelapan dana, manipulasi data keuangan, atau 

penyalahgunaan wewenang oleh pihak pengelola dana pensiun. 

3. Regulasi tentang Pengawasan Dana Pensiun 

Pengelolaan dana pensiun di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama: 

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

UU ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pengelolaan dana 

pensiun, termasuk kewajiban perusahaan untuk mengelola dana pensiun sesuai dengan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

OJK memiliki peraturan yang mengatur secara detail mengenai pengelolaan dan 

pengawasan dana pensiun. OJK juga berperan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan 

pengelolaan dana pensiun untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. 

4. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun melalui 

audit berkala, pemeriksaan lapangan, dan penerapan sanksi terhadap pengelola yang 

melanggar ketentuan. Berdasarkan Peraturan OJK, setiap penyelenggara dana pensiun 

wajib melaporkan secara berkala mengenai kondisi keuangan, kebijakan investasi, dan 

pemenuhan hak-hak peserta. Selain itu, OJK juga berhak untuk mencabut izin pengelola 

dana pensiun yang terbukti melakukan pelanggaran serius. 

5. Studi Empiris tentang Praktik Fraud dalam Dana Pensiun 

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa fraud dalam pengelolaan dana pensiun 

tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Sebagai contoh, kasus 

fraud dalam pengelolaan dana pensiun di Amerika Serikat melibatkan perusahaan besar 

yang memanipulasi laporan keuangan dan menyalahgunakan dana pensiun karyawan. 

Studi yang dilakukan oleh World Pension Association (2020) menunjukkan bahwa fraud 

sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta rendahnya 

literasi keuangan peserta pensiun. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Dalam konteks penelitian tentang pengelolaan dana pensiun yang dikelola 

secara fraud, jenis penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan 

penelitian empiris. Kedua jenis ini akan memberikan pendekatan yang komprehensif untuk 

memahami permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai 

metode penelitian yang diterapkan: 

1. Penelitian Yuridis Normatif 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada 

pengkajian aturan-aturan atau norma hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

pensiun dan fraud. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Menelaah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana pensiun, seperti Undang-

Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta peraturan pelaksana 

lainnya seperti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2017. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan teori-teori hukum 

yang berkaitan dengan fraud dan pengelolaan dana pensiun untuk menganalisis isu 

hukum dan praktik fraud. 
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c. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis kasus-kasus fraud dalam 

pengelolaan dana pensiun di Indonesia sebagai bahan kajian untuk melihat bagaimana 

hukum diterapkan dan bagaimana kasus tersebut diproses. 

2. Penelitian Empiris 

Penelitian empiris adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data lapangan 

untuk memperoleh informasi tentang bagaimana aturan hukum terkait pengelolaan 

dana pensiun diterapkan dalam praktik nyata. Jenis penelitian ini meliputi: 

a. Observasi dan Wawancara: Penelitian ini dapat dilakukan melalui observasi 

langsung dan wawancara dengan berbagai pihak, seperti pengelola dana pensiun, 

auditor, OJK, dan peserta dana pensiun, untuk memahami masalah-masalah yang 

terjadi dalam pengelolaan dana serta kendala dalam pengawasan. 

b. Studi Dokumen: Menganalisis laporan tahunan pengelola dana pensiun, laporan audit, 

serta laporan kasus fraud yang terjadi untuk melihat praktik pengelolaan dan 

pengawasan yang ada. 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Data Primer: dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan perlindungan konsumen dan klausula baku, antara lain:: 

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2017 tentang 

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Pensiun. 

c. Peraturan lain yang relevan, seperti aturan terkait transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana pensiun, sanksi pidana terhadap pengelola yang melakukan fraud, 

serta prosedur audit internal dan eksternal. 

Data Sekunder: dalam penelitian ini berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, 

artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas klausula baku, perjanjian leasing, 

dan perlindungan konsumen. Selain itu, data sekunder juga meliputi putusan pengadilan 

yang relevan dengan sengketa klausula baku dan perusahaan leasing. 

a. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang dikumpulkan dari penelitian 

normatif dan empiris kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam menggunakan 

teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini meliputi: 

b. Analisis Deskriptif: Menguraikan dan mendeskripsikan hasil studi dokumen, 

wawancara, dan observasi lapangan yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan dana 

pensiun, mekanisme pengawasan, serta upaya penegakan hukum terhadap fraud. Data 

deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai sistem 

pengawasan dana pensiun di Indonesia, termasuk kelemahan dan tantangan yang 

dihadapi. 

c. Analisis Yuridis: Melakukan analisis terhadap peraturan yang berlaku terkait 

pengelolaan dan pengawasan dana pensiun. Dalam analisis ini, ditinjau kesesuaian 

peraturan yang ada dengan praktik di lapangan, serta melihat celah-celah yang 

memungkinkan terjadinya fraud. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap efektivitas 

sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mencegah praktik 

kecurangan. 

d. Analisis Studi Kasus: Menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis lebih 

lanjut mengenai modus operandi fraud yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun 

dan bagaimana kelemahan dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal 

memungkinkan kecurangan tersebut terjadi. Studi kasus ini juga digunakan untuk 

mengevaluasi respons hukum terhadap fraud, termasuk tindakan yang diambil oleh 

OJK, auditor independen, dan aparat penegak hukum. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menjawab rumusan masalah, yakni Bagaimana pengawasan Dana pensiun 

yang dikelola dengan praktik fraud yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun?, berikut 

ini adalah pembahasan mengenai akibat hukum yang mungkin dihadapi :  

1. Pengelolaan Dana Pensiun di Indonesia 

Pengelolaan dana pensiun di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, dengan 

landasan utama Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. UU ini 

menetapkan bahwa pengelola dana pensiun, baik yang berbentuk Dana Pensiun Pemberi 

Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), wajib menjalankan 

tugasnya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Pengelolaan 

yang baik bertujuan untuk menjamin hak-hak peserta dana pensiun serta memastikan 

bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat pensiun yang optimal ketika 

peserta memasuki usia pensiun. 

Dalam praktiknya, pengelolaan dana pensiun melibatkan berbagai pihak, termasuk 

pemberi kerja, lembaga keuangan, pengelola dana, peserta dana pensiun, dan 

auditor independen. Dana yang dikelola oleh pengelola dana pensiun biasanya 

diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti deposito, obligasi, saham, dan 

properti, dengan tujuan memaksimalkan return investasi yang aman dan sesuai dengan 

profil risiko dana pensiun. 

Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 mengatur bahwa investasi dana 

pensiun harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan peserta. Untuk 

itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, menetapkan berbagai aturan 

mengenai kebijakan investasi yang boleh dilakukan oleh pengelola dana pensiun. OJK 

juga mewajibkan pelaporan rutin dari pengelola dana pensiun untuk memantau kesehatan 

keuangan dana dan memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan pedoman yang 

telah ditetapkan. 

Namun, meskipun peraturan sudah ditetapkan secara ketat, beberapa kasus 

menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, 

yang sering kali disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pengelola dana pensiun. 

Salah satu pelanggaran serius yang menjadi sorotan adalah terjadinya fraud dalam 

pengelolaan dana pensiun, yang menimbulkan kerugian bagi peserta dana pensiun. 

2. Pengertian dan Bentuk Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun 

Fraud atau kecurangan dalam konteks pengelolaan dana pensiun dapat diartikan 

sebagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan dana pensiun untuk kepentingan 

pribadi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau praktik lain yang tidak 

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Menurut Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE), fraud di sektor keuangan biasanya terbagi dalam tiga kategori utama: 

fraudulent financial reporting, misappropriation of assets, dan corruption. 

Dalam pengelolaan dana pensiun, fraud dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara 

lain: 

• Penggelapan dana: Pengelola dana pensiun dapat secara sengaja menggunakan dana 

yang dikumpulkan dari peserta untuk tujuan pribadi atau untuk tujuan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Misalnya, dana yang seharusnya 

diinvestasikan dalam instrumen yang aman malah digunakan untuk investasi berisiko 

tinggi tanpa sepengetahuan peserta. 

• Manipulasi laporan keuangan: Pengelola dana dapat menyajikan laporan keuangan 

yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ini bisa berupa 

pemalsuan atau penyembunyian informasi keuangan yang dapat merugikan peserta 

dana pensiun. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 1992 menegaskan pentingnya transparansi 
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dalam pengelolaan dana pensiun, namun kasus-kasus manipulasi laporan keuangan 

masih terjadi di lapangan. 

• Penyalahgunaan wewenang: Pengelola dana pensiun memiliki kewenangan dalam 

mengelola dana, namun terkadang wewenang ini disalahgunakan untuk kepentingan 

tertentu, misalnya dengan mengarahkan investasi ke perusahaan afiliasi yang kurang 

menguntungkan bagi peserta, tetapi menguntungkan bagi pihak pengelola atau pihak-

pihak yang berhubungan dengan mereka. 

Contoh : 

Salah satu kasus fraud dalam pengelolaan dana pensiun yang cukup menonjol di 

Indonesia adalah kasus di PT XYZ, di mana pengelola dana pensiun terbukti melakukan 

penggelapan dana dengan memalsukan dokumen dan laporan keuangan. Akibatnya, para 

peserta pensiun mengalami kerugian yang cukup besar karena dana yang telah mereka 

setorkan selama bertahun-tahun tidak lagi tersedia untuk dibayarkan sebagai manfaat 

pensiun. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelola 

dana pensiun. 

3. Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Pensiun 

Pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Indonesia dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, 

dan menegakkan peraturan dalam industri keuangan, termasuk dana pensiun. Pasal 41 UU 

No. 11 Tahun 1992 memberikan OJK wewenang untuk melakukan pemeriksaan, 

pengawasan, dan audit terhadap pengelola dana pensiun. OJK juga memiliki kewajiban 

untuk memastikan bahwa pengelola dana pensiun menjalankan tugasnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, terutama dalam hal transparansi dan pelaporan keuangan. 

Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2017 tentang Pengelolaan Dana Pensiun 

memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai kewajiban pengelola dana pensiun untuk 

melaporkan kondisi keuangan mereka secara berkala, serta menetapkan sanksi yang dapat 

dijatuhkan kepada pengelola dana pensiun yang melanggar ketentuan. Salah satu 

instrumen pengawasan yang penting adalah audit eksternal yang wajib dilakukan oleh 

auditor independen untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan dan memastikan 

bahwa dana pensiun dikelola secara bertanggung jawab. 

Namun, meskipun regulasi sudah ketat, beberapa faktor menyebabkan pengawasan 

terhadap dana pensiun masih belum optimal, antara lain: 

a. Kurangnya sumber daya di OJK: OJK sebagai regulator sering kali kekurangan 

sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan 

yang intensif terhadap seluruh pengelola dana pensiun di Indonesia, terutama yang 

berada di daerah-daerah terpencil. 

b. Kurangnya audit internal yang memadai: Beberapa pengelola dana pensiun, 

terutama yang berskala kecil, tidak memiliki sistem audit internal yang memadai untuk 

mendeteksi potensi kecurangan secara cepat. Kelemahan dalam pengawasan internal 

ini sering kali menjadi celah bagi terjadinya fraud. 

c. Minimnya literasi keuangan peserta: Banyak peserta dana pensiun yang kurang 

memahami bagaimana dana pensiun mereka dikelola dan tidak secara aktif memantau 

laporan keuangan yang diberikan oleh pengelola dana. Hal ini membuat mereka rentan 

terhadap tindakan fraud yang dilakukan oleh pengelola. 

4. Penegakan Hukum terhadap Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun 

Penegakan hukum terhadap praktik fraud dalam pengelolaan dana pensiun diatur 

dalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa pengelola dana pensiun 

yang terbukti melakukan tindakan kecurangan atau penyalahgunaan dana dapat dikenai 

sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasional, dan sanksi pidana berupa 
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hukuman penjara. OJK juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa 

denda kepada pengelola yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. 

Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi pidana dan administratif, 

penerapan hukuman terhadap pengelola dana pensiun yang melakukan fraud masih relatif 

lemah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor: 

a. Sulitnya pembuktian: Dalam kasus fraud yang melibatkan pengelolaan dana pensiun, 

sering kali sulit untuk membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari pengelola, 

terutama dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan banyak pihak dan 

dokumen. 

b. Lambatnya proses hukum: Proses hukum dalam menangani kasus fraud sering kali 

memakan waktu yang lama, yang mengakibatkan kerugian bagi peserta dana pensiun 

semakin besar karena mereka harus menunggu proses hukum yang panjang sebelum 

mendapatkan ganti rugi. 

Contoh : 

Kasus lain yang menarik adalah penanganan kasus fraud di Dana Pensiun ABC, di 

mana terjadi penggelapan dana sebesar miliaran rupiah oleh pengelola yang kemudian 

melarikan diri ke luar negeri. OJK sebagai pengawas bertindak dengan membekukan aset 

perusahaan dan berusaha memulihkan dana yang telah digelapkan, namun proses 

pemulihan ini memakan waktu bertahun-tahun dan banyak peserta pensiun yang tidak 

menerima hak mereka secara penuh. Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas 

penegakan hukum dalam menangani kasus fraud di sektor dana pensiun. 

5. Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun 

Mencegah fraud dalam pengelolaan dana pensiun merupakan tantangan besar yang 

memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk 

mencegah terjadinya fraud antara lain: 

a. Penguatan pengawasan oleh OJK: OJK perlu memperkuat kapasitas 

pengawasannya, baik melalui peningkatan jumlah tenaga pengawas maupun penerapan 

teknologi yang dapat mendeteksi potensi fraud secara lebih cepat dan efektif. 

Penerapan teknologi informasi seperti blockchain dalam pelaporan keuangan dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi manipulasi 

data oleh pengelola. 

b. Peningkatan peran auditor independen: Audit eksternal yang dilakukan oleh auditor 

independen harus lebih intensif dan berkualitas. Auditor independen perlu memiliki 

akses penuh ke seluruh informasi terkait pengelolaan dana pensiun untuk mendeteksi 

potensi fraud sejak dini. 

c. Peningkatan literasi keuangan peserta: Peserta dana pensiun perlu lebih terlibat 

dalam memantau pengelolaan dana pensiun mereka. Pendidikan dan sosialisasi 

mengenai hak dan kewajiban peserta dana pensiun dapat membantu meningkatkan 

pengawasan secara mandiri oleh peserta. 

d. Penerapan sanksi yang lebih tegas: Sanksi yang lebih tegas, baik dalam bentuk 

sanksi pidana maupun denda yang besar, perlu diterapkan untuk memberikan efek jera 

kepada pengelola dana pensiun yang terlibat dalam praktik fraud. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan dan pengawasan dana pensiun di Indonesia, meskipun memiliki landasan 
hukum yang kuat, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan, terutama 
dalam hal pencegahan dan penanganan fraud yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun. 
Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menjadi dasar utama 
pengaturan pengelolaan dana pensiun, mengamanatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, 
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dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai 
pelanggaran, baik dalam bentuk penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, maupun 
penyalahgunaan wewenang oleh pengelola. 

Pertama, fraud dalam pengelolaan dana pensiun dapat terjadi dalam berbagai bentuk, 
termasuk penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan 
wewenang. Modus-modus fraud ini sering kali melibatkan pengelola dana yang memiliki 
akses terhadap dana besar dari peserta pensiun, namun tidak menjalankan tanggung jawab 
mereka dengan benar. Fraud yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun memiliki 
dampak serius terhadap peserta, yang pada akhirnya mengalami kerugian besar karena 
dana yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun untuk masa pensiun hilang atau 
dikelola secara tidak bertanggung jawab. 

Kedua, pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya 
efektif dalam mencegah terjadinya fraud. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi, 
mengaudit, dan memberikan sanksi kepada pengelola dana pensiun yang melanggar 
aturan. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2017 tentang Pengelolaan Dana Pensiun 
memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana dana pensiun harus dikelola, tetapi 
dalam implementasinya, terdapat beberapa kelemahan, terutama dalam hal keterbatasan 
sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh OJK. Selain itu, sistem audit internal di 
beberapa pengelola dana pensiun juga belum cukup kuat untuk mendeteksi dan mencegah 
potensi fraud secara dini. 

Ketiga, penegakan hukum terhadap fraud dalam pengelolaan dana pensiun juga 
masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian, kecepatan penanganan 
kasus, dan efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Meskipun Pasal 45 UU No. 11 Tahun 1992 
memberikan ketentuan tentang sanksi pidana dan administratif bagi pengelola dana 
pensiun yang melakukan kecurangan, penerapan sanksi tersebut sering kali tidak berjalan 
dengan efektif. Kasus-kasus fraud yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa proses 
hukum yang lambat dan sulitnya pembuktian sering kali menghambat pemulihan kerugian 
yang dialami oleh peserta pensiun. Di beberapa kasus, fraud yang melibatkan pengelola 
dana pensiun baru terungkap setelah kerugian besar terjadi, dan proses pemulihan dana 
peserta menjadi sangat sulit. 

Keempat, upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana pensiun memerlukan 
pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. OJK perlu 
memperkuat mekanisme pengawasannya, baik melalui peningkatan jumlah tenaga 
pengawas maupun penerapan teknologi pengawasan yang lebih canggih, seperti 
blockchain dalam pelaporan keuangan, untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas. Peran auditor independen juga harus diperkuat, di mana audit eksternal 
terhadap pengelola dana pensiun perlu dilakukan dengan lebih teliti dan mendalam. 
Auditor independen harus memiliki akses penuh terhadap semua informasi keuangan 
terkait pengelolaan dana pensiun untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan 
baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, literasi keuangan peserta dana pensiun juga perlu ditingkatkan agar 
mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam dana pensiun serta lebih aktif 
memantau pengelolaan dana mereka. Peserta yang memiliki literasi keuangan yang baik 
akan lebih waspada terhadap potensi kecurangan dan dapat ikut berperan dalam 
mengawasi dana yang mereka setorkan. Sosialisasi mengenai hak-hak peserta dana 
pensiun serta kewajiban pengelola juga perlu ditingkatkan oleh OJK dan lembaga terkait. 

Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas 
untuk memberikan efek jera kepada para pengelola yang terbukti melakukan fraud. Sanksi 
tidak hanya berupa denda administratif, tetapi juga hukuman pidana yang lebih berat jika 
terbukti bahwa fraud yang dilakukan telah merugikan peserta secara signifikan. Selain itu, 
proses hukum harus berjalan lebih cepat untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh 
peserta pensiun. Dalam beberapa kasus fraud yang telah terjadi, pemulihan dana peserta 
memerlukan waktu yang sangat lama, dan bahkan dalam beberapa kasus, dana yang 
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digelapkan tidak dapat dipulihkan secara penuh. 
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang 

mengatur pengelolaan dan pengawasan dana pensiun di Indonesia sudah cukup lengkap, 
masih terdapat banyak celah yang memungkinkan terjadinya fraud. Kelemahan dalam 
pengawasan, keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi keuangan peserta, serta 
kurangnya penegakan hukum yang tegas menjadi tantangan utama dalam menjaga 
integritas pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari 
pemerintah, OJK, pengelola dana pensiun, auditor, dan peserta untuk memastikan bahwa 
dana pensiun dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, upaya perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan dana 

pensiun harus segera dilakukan agar industri dana pensiun di Indonesia dapat berkembang 

dengan lebih sehat dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para peserta. Di 

masa depan, implementasi teknologi yang lebih canggih dan pengawasan yang lebih ketat 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya fraud dan memastikan bahwa dana pensiun 

dapat dikelola secara berkelanjutan dan aman. 
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